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PERATURAN WALIKOTA BEKASI

NOMOR 49 TAHUN 2015

TENTANG

KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH KOTA-BEKASI

Menimbang

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANGMAHA ESA

WALIKOTA BEKASI,

a. bahwa dalam rangka meningkatkan pengelolaan

keuangan daerah serta mewujudkan transparansi
dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah,
maka Peraturan Walikota Bekasi Nomor 38 Tahun
2013-.tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah
Kota Bekasi sebagaimana telah beberapa kali
diubah terakhir dengan Peraturan Walikota Bekasi
Nomor 28 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
Atas Peraturan Walikota Bekasi Nomor 38 Tahun
2013 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah
Kota Bekasi dipandang perlu untuk ditinjau
kembali;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud huruf a dan untuk tertib administrasi
pengelolaan keuangan daerah, perlu menetapkan
Peraturan Walikota Bekasi tentang Kebijakan
Akuntansi Pemerintah Kota Bekasi.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3851);



Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang
Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat Il Bekasi
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996
Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3663);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun .2004 ‘tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun .2004.- Nomor 5,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan.. dan Tanggungjawab
Keuangan Negara” (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun. 2004 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan . Keuangan antara Pemerintah
Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005
tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan
Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4502);



10.

11.

12.

13.

14.

15.

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010
tentang Standar Akuntansi (Pemerintahan
Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005,
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4503);

Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005
tentang Pinjaman Daerah (Lembaran -Negara
Republik Indonesia Tahun 2005. Nomor 136,
Tambahan Lembaran Negara Republik 1ndonesia
Nomor 4574),

Peraturan Pemerintah Nomor. 55 tahun 2005
tentang Dana Perimbangan _(Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4575);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005
Pengelolaan. Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006
tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi
Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012
tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun
2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan
Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah
terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua
Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13
Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah;



16. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 04 Tahun
2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan
Daerah (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun
2007 Nomor 4 Seri A) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 16
Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan
Daerah Kota Bekasi Nomor 04 Tahun 2007 tentang
Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan _:Daerah
(Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2015 Nomor
16 Seri A).

Memperhatikan . Berita Acara Rapat Penyusunan Peraturan Walikota

tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah-Kota Bekasi
Nomor 900/1020/ AKUN tanggal 22 Oktober 2015

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA BEKASI TENTANG

KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH KOTA
BEKASI.

BAB |
KETENTUAN-UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1.
2.

Daerah adalah Kota Bekasi.

Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara
Pemerintahan Daerah.yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan
yang menjadi kewenangan daerah otonom.

Walikota adalah Walikota Bekasi.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD
adalah ‘lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai penyelenggara
Pemerintahan Daerah.

Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka
Penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang dapat dinilai dengan uang
termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan
hak dan kewajiban tersebut.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD
adalah Rencana Keuangan Tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas
dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD dan ditetapkan
dengan Peraturan Daerah.
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17.
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19.

20.

Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah
perangkat daerah pada Pemerintah Daerah selaku pengguna
anggaran/pengguna barang.

Satuan Kerja Pengelolaan Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat
SKPKD adalah perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah selaku
Pengguna Anggaran/Pengguna Barang, yang juga melaksanakan
pengelolaan keuangan daerah.

Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah adalah.Kepala
Daerah yang karena jabatannya mempunyai kewenangan
menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan daerah:

Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD
adalah Kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan.pengelolaan
APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.

Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD
yang bertindak dalam kapasitas sebagai Bendahara Umum Daerah.
Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan pengguna
anggaran untuk melaksanakan tugas pokok-dan fungsi SKPD yang
dipimpinnya.

Pengguna barang adalah pejabat pemegang kewenangan pengguna barang
milik daerah.

Kuasa Bendahara Umum Daerah adalah_pejabat yang diberi kuasa untuk
melaksanakan sebagian tugas Bendahara Umum Daerah.

Kuasa Penguna Anggaran adalah pejabat yang diberi kuasa untuk
melaksanakan sebagian Kewenangan penguna anggaran dalam
melaksanakan sebagai tugas-dan fungsi SKPD.

Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD yang selanjutnya disingkat PPK-
SKPD adalah pejabat yang melaksanakan fungsi penatausahaan
keuangan pada SKPD.

Pejabat Pelaksanaan Teknis Kegiatan yang selanjutnya di singkat PPTK
adalah Pejabat pada unit kerja SKPD yang melaksanakan APBD pada
SKPD.

Bendahara penerimaan adalah pejabat fungsional yang ditunjuk untuk
menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan dan
mempertanggungjawaban uang untuk keperluan belanja daerah dalam
rangka pelaksanaan APBD pada SKPD.

Bendahara Pengeluaran adalah pejabat fungsional yang ditunjuk untuk
menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahaan dan
mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam
rangka pelaksanaan APBD pada SKPD.

Akuntansi adalah proses identifikasi, pencatatan, pengukuran,
pengklarifikasian, pengikhtisan transaksi dan kejadian keuangan,
penyajian laporan, serta penginterprestasian atas hasilnya.
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26.
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28.

Standar Akuntansi Pemerintahan yang selanjutnya disingkat menjadi SAP,
adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan
menyajikan laporan keuangan Pemerintah.

Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah yang selanjutnya disingkat
PSAP, adalah SAP yang diberi judul, nomor dan tanggal efektif.

Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintah adalah konsep dasar
penyusunan dan pengembangan Standar Akuntansi Pemerintahan,dan
merupakan acuan bagi Komite Standar Akuntansi Pemerintahan,
Penyusunan Laporan Keuangan, pemeriksaan, dan penggunaan faporan
keuangan dalam mencari pemecahan atas sesuatu masalah yang belum
diatur dalam pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Interpretasi Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah.yang selanjutnya
disingkat IPSAP, adalah penjelasan, klarifikasi, dan uraian lebih lanjut
atas PSAP.

Buletin Teknis SAP adalah informasi yang berisi© penjelasan teknis
akuntansi sebagai pedoman j,bagi pengguna.

SAP Berbasis Akrual adalah SAP yang mengakui pendapatan, beban, aset,
utang, dan ekuitas dalam pelaporan finansial berbasis akrual, serta
mengakui pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam pelaporan
pelaksanaan anggaran berdasarkan _basis yang ditetapkan dalam
APBN/APBD.

SAP Berbasis Kas Menuju Akrual adalah SAP yang mengakui pendapatan,
belanja, dan pembiayaan berbasis kas, serta mengakui aset, utang, dan
ekuitas dana berbasis akrual:

Sistem Akuntansi Pemerintahan adalah rangkaian sistematik dari
prosedur, penyelenggara, peralatan, dan elemen lain untuk mewujudkan
fungsi akuntansi sejak analisis transaksi sampai dengan pelaporan
keuangan dilingkungan organisasi pemerintah.

BAB 11
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud Peraturan Walikota ini adalah

a. untuk pemilihan Metode Akuntansi atas kebijakan pengakuan
dan/atau pengukuran di Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) yang
memberikan beberapa pilihan metode;

b. untuk pengaturan yang lebih rinci atas kebijakan pengukuran
dan/atau pengukuran yang ada di Standar Akuntansi Pemerintah;

c. untuk pengaturan hal-hal yang belum diatur Standar Akuntansi
Pemerintah.



(2) Tujuan Peraturan Walikota ini adalah sebagai acuan dalam :
a. penyusunan laporan keuangan dalam menanggulangi masalah
akuntansi yang belum diatur dalam kebijakan akuntansi;
b. pemeriksaan dalam memberikan pendapat mengenai apakah laporan
keuangan disusun sesuai dengan kebijakan akuntansi;
c. menafsirkan informasi yang disajikan pada laporan keuangan yang
disusun sesuai dengan kebijakan akuntansi.

BAB 111
RUANG LINGKUP

Pasal 3

(1) Kerangka Konseptual Akuntansi berlaku untuk setiap entitas akuntansi
dan entitas pelaporan Pemerintah Kota Bekasi, yang memperoleh
anggaran berdasarkan APBD yang tidak termasuk Perusahaan Daerah.

(2) Kerangka Konseptual Akuntansi mengatur seluruh pertimbangan dalam
rangka penyusunan dan penyajian laporan keuangan Pemerintah Kota
Bekasi yang meliputi :

peranan dan tujuan pelaporan-keuangan;

penggunaan dan kebutuhan informasi;

karakteristik dan kualitatiflaporan keuangan;

unsur dan elemen laporan keuangan;

pengakuan unsur laporan keuangan;

pengukuran unsur-laporan keuangan;

asumsi dasar;

prinsip-prinsip;

kendala informasi.akuntansi; dan

dasar hukum
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BAB IV
KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH KOTA BEKASI

Pasal 4

Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Bekasi sebagaimana tercantum dalam
Lampiran | sampai dengan Lampiran XIX yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Walikota ini yang terdiri atas :

a. Lampiran | . Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintah Kota
Bekasi;
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Lampiran li
Lampiran Il
Lampiran IV
Lampiran V
Lampiran VI
Lampiran VII
Lampiran VIII
Lampiran IX
Lampiran X
Lampiran XI
Lampiran XIlI

. Lampiran XIlI

Lampiran XIV
Lampiran XV

Lampiran XVI
Lampiran XVII

Lampiran XVIII

Lampiran XIX

Kebijakan Akuntansi Pelaporan Keuangan;

Kebijakan Akuntansi Pendapatan - LO;

Kebijakan Akuntansi Beban;

Kebijakan Akuntansi Belanja;

Kebijakan Akuntansi Transfer;

Kebijakan Akuntansi Pembiayaan;

Kebijakan Akuntansi Kas dan Setara Kas;

Kebijakan Akuntansi Piutang;

Kebijakan Akuntansi Persediaan;

Kebijakan Akuntansi Investasi;

Kebijakan Akuntansi Aset Tetap;

Kebijakan Akuntansi Konstruksi Dalam Pengerjaan;
Kebijakan Akuntansi Dana Cadangan;

Kebijakan Akuntansi Aset Lainnya;

Kebijakan Akuntansi Kewajiban;

Kebijakan Akuntansi Koreksi Kesalahan, Perubahan
Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi,
dan Operasi Yang Tidak Dilanjutkan;

Kebijakan Akuntansi Laporan Keuangan
Konsolidasian;

Kebijakan Akuntansi Laporan Operasional

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, maka Peraturan Walikota
Bekasi Nomor 38 Tahun 2013 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota
Bekasi (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2013 Nomor 38 Seri A) sebagaimana
telah beberapa kali diubah tereakhir dengan Peraturan Walikota Bekasi Nomor
28 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Pada saat Peraturan Walikota
ini mulai berlaku, maka Peraturan Walikota Bekasi Nomor 38 Tahun 2013
tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Bekasi (Berita Daerah Kota
Bekasi Tahun 2015 Nomor 28 Seri A) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 6

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.



Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bekasi.

Diundangkan di Bekasi
pada tanggal 25 Nopember 2015

SEKRETARIS DAERAH KOTA BEKASI,
Ttd/Cap

RAYENDRA SUKARMADJI

Ditetapkan di Bekasi
pada tanggal 25 Nopember 2015

WALIKOTA BEKASI,
Ttd/Cap

RAHMAT EFFENDI

BERITA DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2015 NOMOR 49 SERI E



